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Baleg Usul RUU TPKS Dikebut Sebelum DPR Reses

B NAWIR ARSYAD AKBAR,
RIZKY SURYARANDIKA

JAKARTA — Anggota Badan
Legislasi (Baleg) DPR Luluk Nir
Hamidah mengusulkan agar
Rancangan Undang-Undang Tin-
dak Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS) segera dibahas se-
cepatnya. Bahkan, kalau bisa, pa-
yung hukum untuk melindungi
]\Orh‘m kekerasan seksual itu
aal masa reses
enapa tidak (bahas saat
reses). Kalau memang itu di-

kinkan tidak ada persoalan
va, kalau mﬂndngdlsv—
pakati dan Baleg, pimpinannya
setuju sih bisa saja. Karena kan
masa reses lumayan ya sampai 22
hari, cukup lama,” ujar Luluk di

Gedung Nusantara [, Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (8/2)

Politikus Partai Kuh.uu,
Bdll}.'\d (PKB) itu menjel:
saat ini, pemerintah masih nlt‘*
nyusun daftar inventarisasimas
salah (DIM) RUUTPKS. Ada-
pun, surat presiden (surpres)
untuk pembal nnva paling
cepat dapat diter DPR pada
Rabu(g/2).

“"Mungkin sebelum masa
reses tiba sudah bisa diserahkan
ke DPR. Sehingga DPR juga bisa
memutuskan AKD (alat keleng-
kapan dewan) mana vang akan
membahas,” ujar Luluk.

Wakil Ketua DPR Lodewijk
F Paulus mengatakan, pihaknya
belum menerima DIM RUU
TPKS dari pemerintah, DPR ma-

sth menunggu DIM tersebut.

"Belum, saya sendiri-belum
melihatitu. Apakah ini langsung,
ke Ketua (DPR), tetapi sava se-
bagai koordinator vang mt’nlh.k
wahi, salah satab
lum melihat hal itu,”
wijk, Selasa (8/2).

Saatini, pihaknva belum me-
mutuskan apakah RUU tersebut
akan dibahas oleh AKD mana
Namun, DPR disebutnya terbu-
ka dengan pendapat dari peme-
rintah terkait RUU TPKS.

"Memang tertis terang ke-
giatan di Baleg cukuppadat de-
ne,-n: melihat apa yang bisa dise-

a masih menunggu

masa reses selesai atau masa si-
dang selanjutnya. Kita tunggu
aja.” ujar Lodewijk.

ujar Ludv—

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindy in
Anak (Kemen-PPPA) kembali
menyelenggarakan konsultasi
publik terkait DIM RUU TBKS
secara hibridadengan pokok dis-
kusi hukum acara. Pertemuan
deng.in perwakilan kemente-
rian/lembaga, masvarakat.sipil,
dan akademisi-ini-dilakukan
untuk menvempurnakan DIM
pemenntah ferkait RUL TPKS.

Menteri PPPA Bintang Pus-
pavoga menyampaikan, peme-
rintah terus melakukan langkah-
langkah percepatan penyusunan
DIM RUU TPKS karena urgensi
RUU ini yang sudah ditunggu
banyak pihak.

"Semua upaya vang telah dan
terus pemerintah lakukanadalah

usaha keras untuk menyiapkan
DIM yang seaptimal mungkin
agar dapat menjawab komplek-
silas permasalahan kekerasan
seksual di lapangan,” kata Bin-
tang Puspavoga dalam keterang-
an pers, Selasa (8/2).

Bintang menjelaskan, RUU
TPKSmemuat jenis kekerasan
dan unsur pidana vang belum di-
atur dalam peraturan perun-
dang-undangan lainnya, Misal-
aya, peleechan seksual nonfi
pelecehan seksual fisik, peleceh-
an seksual berbasis online, pe-
maksaan kontrasepsi, pemaksa-
an, eksploitasi seksual, dan pe-
saan seksual.

"Selain itu, ada pemberatan
hukuman, pidana tambahan,
restitusi, serta tindakan rehabi-

litasi bagi pelaku,” ujar Bintang,
Sementara itu, Penyidik Mad-
va Tingkat I1I Direktorat Tindak
Pidana Umum Bareskrim Polri
Jean Calvijn Simanjuntak menga-
takan, terdapat beberapa ruang
lingkup hukum yang diatur da-
lam RUU TPKS. Salah satunya
adalah svarat aparat penegak hu-
kum (APH) vang menangani
kasus kekerasan seksual.
“Dimasukkan dalam hukum
acara, svarat APH adalah me-
miliki kompetensi dan mengikuti
pelatihan.’l ai
juga harus ser 3
menghindari reviktimisasi kor-
ban. Selain itu, RUU TPKS ini ti-
dak menggunakan pendekatan
restorative justice,” ucap Calvijn.
W ed; 3nori savhan:




